[ SALINAN }

BUPATI BELITUNG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 70
TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana
Bagi Hasil Perkebunan Sawit, Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Insentif Fiskal
Tahun Anggaran 2024 Untuk Penghargaan Kinerja Tahun
Sebelumnya, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37
Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana
Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2024,
perlu mengubah Peraturan Bupati Belitung Nomor 70
Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Nomor 4 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung
Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 70
Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat:...
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik...
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Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6757);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6178);

13. Peraturan...
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5272);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah  tentang Penjabaran  Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 715);

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Insentif Fiskal Tahun Anggaran 2024
Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 932);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional
Kesehatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 1121);

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-6620
Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Belitung
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 7 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung
Tahun 2023 Nomor 7);

21. Peraturan...
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Menetapkan :

21.

22.

23.

24.

Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2024
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah  Kabupaten  Belitung
Nomor 88);

Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun 2015 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita
Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2015 Nomor 35),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Bupati Belitung Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 35 Tahun
2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2020
Nomor 59);

Peraturan Bupati Belitung Nomor 14 Tahun 2023 tentang
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Belitung Tahun
2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023
Nomor 14);

Peraturan Bupati Belitung Nomor 70 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung
Tahun 2023 Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Belitung Nomor 4 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Nomor 70 Tahun
2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten
Belitung Tahun 2024 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 70

Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung

Tahun...
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Tahun 2023 Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Belitung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Belitung Nomor 70 Tahun 2023 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
(Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2024 Nomor 4), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Daerah adalah Kabupaten Belitung.

2. Pemerintah  Daerah adalah  Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Belitung.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah

yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2
APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar
Rp1.068.510.021.579,00 berkurang sebesar Rp2.713.400.000,00
sehingga menjadi Rpl1.065.796.621.579,00, dengan rincian
sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp 932.744.201.063,00

b. Bertambah/(Berkurang) Rp (2.713.400.000,00)

Jumlah pendapatan Daerah

setelah perubahan Rp 930.030.801.063,00

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp 1.068.510.021.579,00

b. Bertambah/(Berkurang) Rp 14.469.041.720,00
Jumlah...
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Jumlah belanja Daerah
setelah perubahan Rp 1.082.979.063.299,00
3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan pembiayaan
1) Semula Rp 138.765.820.516,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp -

Jumlah penerimaan

pembiayaan setelah

perubahan Rp 138.765.820.516,00
b. Pengeluaran pembiayaan

1) Semula Rp. 3.000.000.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. -

Jumlah pengeluaran
pembiayaan setelah

perubahan Rp. 3.000.000.000,00

Jumlah pembiayaan netto

setelah perubahan Rp. 135.765.820.516,00

Sisa lebih pembiayaan
anggaran setelah

perubahan Rp. (17.182.441.720,00)

3. Ketentuan Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD
yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan diubah, sehingga
Lampiran I sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan,
Belanja, dan Pembiayaan diubah, sehingga Lampiran II
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II...
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Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 20 Mei 2024
Pj. BUPATI BELITUNG,
ttd.
YUSPIAN
Diundangkan di Tanjungpandan
pada tanggal 20 Mei 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,
ttd.

MZ. HENDRA CAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024 NOMOR 8
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